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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA SUAP SEBAGAI TINDAK
PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan No. 36/ Pid.Sus-TPK/ 2017/Pn Pdg)
(POPY DEFFIANI, 1710113084, Fakultas Hukum Universitas Andalas,72 Halaman, 2021)

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana suap telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Banyaknya terjadi kasus suap menyuap yang dilakukan terhadap jabatan seseorang menimbulkan
kekhawatiran karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak tetapi, dalam Putusan No.36/Pid.Sus-
TPK/2017/Pn Pdg hakim hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada penerima suap saja.
Berdasarkan alasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama bagaimana
konstruksi perbuatan suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kedua apa saja kelemahan hukum yang timbul dalam Putusan
No.36/Pid.Sus-TPK/2017/Pn Pdg. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode
yuridis normatif. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat
memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, Dilihat dari konstruksi hukum tentang tindak pidana suap
tidak ada perubahan delik dan atau unsur delik terhadap pelaku suap baik pemberi maupun penerima suap,
hanya saja ada penambahan seperti ancaman pidana, dan sanksinya. Kedua, Terdapat beberapa kelemahan
hukum yang ada dalam putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2017/Pn Pdg yakni, Majelis Hakim tidak menjadikan
wali murid yang memberikan uang kepada terdakwa sebagai actieve omkopping padahal dalam fakta
persidangan wali murid mengakui memberikan uang partisipasi kepada terdakwa. Kelemahan tersebut akan
membuat si pemberi suap merasa tidak ada beban moral terhadap perbuatan yang dilakukannya. Jika
dibiarkan akan menjadi kelemahan penegakan hukum dalam tindak pidana suap untuk penerimaan siswa
baru, karena yang akan ditetapkan sebagai tersangka hanya pihak kepala sekolah.
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